FS BAWASLU

BADANPENGAWAS PEMILIHANUMUM

KOTA MALANG

Jalan Teluk Cendrawasih No. 1 Arjosari, Blimbing — Kota Malang
Telepon : 0341-4371860

Email : set.malangkota@bawaslu.go.id

Laman : malangkota.bawaslu.go.id

Nomor : 316/PM.00.02/K.JI-34/09/2024 Malang, 16 September 2024
Sifat . Biasa

Lampiran : -

Hal . Imbauan Tahapan Masukan dan

Tanggapan Masyarakat Pemilihan
Serentak Tahun 2024

Yth, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kota Malang

di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXI1/2024;
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXI1/2024;
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017
tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota
sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan
Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan
Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan

Umum:;
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6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020
tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020
tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020
tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil Walikota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024
Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil
Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

10. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor
251/PM/K1/06/2024 tentang Pembagian Tugas Pengawasan Tahapan
Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta
Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan
dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang
Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon,
Dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan peraturan di atas, sehubungan dengan akan
memasuki sub tahapan Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap
Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon pada Pencalonan Walikota dan Wakil
Walikota Kota Malang Tahun 2024, untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan
sengketa proses Pemilihan, maka Bawaslu Kota Malang mengimbau kepada
KPU Kota Malang untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memperhatikan ketentuan Pasal 137 Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 8 Tahun 2024;
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no

Agar KPU Kota Malang mengumumkan kepada Masyarakat mengenai:

a. Pasangan Calon;

b. Nama calon yang berstatus sebagai mantan terpidana dan terpidana
termasuk jenis tindak pidananya; dan

c. Hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon.

3. Pengumuman dilakukan untuk mendapat masukan dan tanggapan
Masyarakat;

4. KPU Kota Malang melakukan pengumuman melalui laman dan media sosial
KPU Kota Malang, media cetak dan/atau media elektronik;

5. Memberikan perlakuan, hak dan kesempatan yang adil dan setara terhadap
para Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam sub tahapan Masukan dan
Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon;
dan

6. Memberikan akses kepada Bawaslu Kota Malang untuk melakukan
pengawasan sub tahapan Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap
Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota
Malang Tahun 2024;

7. KPU Kota Malang agar melaksanakan Tahapan Pencalonan Walikota dan

Wakil Walikota sesuai dengan peraturan perundang — undangan yang

berlaku.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerja

samanya diucapkan terima kasih.

din,S.Hum

Tembusan:

1. Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan);
2. Arsip.
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